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' - PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
\ Jl. A. Yani Km.4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71618
Ry Telp. (0526) 2028788 Fax. (0526) 2029504
%
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/¢(;/ Bappeda/ 2019
Tentang
Perubahan Lampiran 1 SK Kepala Bappeda Nomor : 800/006/ BAPPEDA/ 2019
Pemberian Honorarium Bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Dan Pengelola
Perpustakaan Dan Arsip Dokumen Keuangan SKPD Di Lingkungan Unit Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2019
Kepala Bappeda Kabupaten Balangan
Menimbang : a. bahwa dengan adanya Anggaran Perubahan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dan ;

b. bahwa berkenaan dengan maksud tersebut pada huruf a,perlu merubah
lampiran keputusan kepala bappeda kabupaten balangan Nomor
800/006/BAPPEDA/2019;

c. bahwa berkenaan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Balangan

Mengingat : . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
o Republik Indonesia Nomor 4438) ;
it 5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
;JTE’* ¢ 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Rt Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
'r'.- m 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
e 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang
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TS 8. mwmmmu Tahun 2006 tentang Pedoman
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